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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR g9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3SA
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mewujudkan Produk Hukum Daerah
vang baik, bermanfaat dan dapat dilaksanakan, dilakukan
pemantauan dan peninjauan terhadap Produk Hukum Daerah
vang ielah ditetapkan;

bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan peninjauan
terhadap Produk Hukum Dsaerah sebagaimana dimaksud
dalam humf a, perlu adanya pedoman pemantauan dan
peninjauan dengan cara dan metode yang baku dan mengikat
seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk
Hukum Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undanpg-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tinghkat II di Kalimantan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagani Undang-Undang [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat 1T Tapin dan Daerah Tingkat I Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756];
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234, sebagammana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diabah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6779,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik mndonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebhagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan {Lembaran MNegare Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135 tentang Pembentukan
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Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157];

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 03);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyvusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 44);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Rabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Z,  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupafi adalah Bupati Tabalong.
4. Bekrelans Daerah adalah Sekretans Dacrah Kabupaten Tabalong,

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penvelengparaan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah,

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretaniat Daerah Kabupaten

Tabalong.
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Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Daerah
Kabupaten Tabalong vang meliputi peraturan yaitu peraturan berbentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Keputusan meliputi
Keputusan Bupati,

Peraturan Daerah Rabupaten Tabalong yang selamjuinye disebutl Perda
Kabupaten Tabalong adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD Kabupaten Tabalong dengan persetujuan bersama Bupati
Tabalong.

Peraturan Bupati yvang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati
Tabalong.

Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat,
dan menilai atas pelaksanaan Produk Hukum Daerah yang berlalu sehingga
diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak vang ditimbulkan,
dan kemanfoatannys bag Daerah.

Pemantauan dan Peninjavan Produk Hukum Daerah yang bersifat ex-posi
adalah kegiatan analisis dan kajian yang dilakukan terhadap suatu Produk
Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah dimaksudkan
sebagai panduan dalam melakukan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum
Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Bagian Hukum.

(1)

12)

Pasal 3

Tuwjuan umum dari Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hulkum
Daerah adalah untuk mendapatkan hasil Pemantauan dan Peninjauan
Produk Hukum Daerah vang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah
keilmuan.

Tujuan khusus Pedoman Pemantauan dan Peninjauvan Produk Hukum

Daerah adalah untuk:

a. menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar
Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah;

b. menjelaskan secara teknis operasional tolak ukur dan hal-hal yang perlu
dipertimbangkan dalam melakukan Pemantauan dan Peninjauan
Produk Hukum Daerah; dan

¢, menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang Pemantauan dan
Peninjauan Produk Hukum Daerah dan bagaimana prosedurnya.

HBagian Kedua
Ruang Lingkup



Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

=R

kedudukan dan pelaksana
perencanaan,
pelaksanaan;

pelaporan; dan
pendanaan.

BAB Il
KEDUDUKAN DAN PELAKSANA

Pasal 5

Kedudukan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah sebagai satu
kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangarn.

Pasal 6

Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah dan Bagian Hukum.

(1)

(2}

1)

(1]

(<)

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 7

Prakarsa Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah dapat
dilakukan oleh:

a. Perangkatl Daerah; dan

b. Bagian Hukum.

Dalam hal usulan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
berasal dari Bagian Hukum, dilakukan dengan berkoordinasi kepada
Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.

Dalam hal usulan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
berasal dari Perangkat Daerah, penyampaian usulannya dalam bentuk file
pdfdan dikirim melalui email bagianhukumiab2020igmail.com atau dengan
share link alamat google drive darn pengusul.

Pasal 8

Bagian Hukum menyusun daftar perencanaan Pemantauan dan Peninjauan
Produk Hukum Daerah berdasarkan usulan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.

Daftar perencanaan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
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(3) Daftar perencanaan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada
Sekretaris Dacrah paling lambat bulan Juni setiap tahun.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagan Kesatu
Umum

Pasal ©

(1) Peémantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap
Produk Hukum Daerah vang berbentuk peraturan.

(4) Pemanlauan dan Peminjauan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaicsud
pada ayat (1) bersifat ex-post terhadap Produk Hukum Daerah yang telah
diundangkan.

Pasal 10

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
O terdiri atas:

a, Perda; dan

b. Perbup.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Peninjauan

Pasal 11

(1} Bagian Hukum melakukan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum
Daerah setiap tahun berdasarkan daftar perencanaan Pemantauan dan
Peninjauan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2} Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
d. Iinventarisasi bahan;
b. analisis; dan
c. rekomendasi rencana tindak.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemantauan dan Peninjauan Produk
Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahlan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tim Pemantauan dan Peninjauan

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk Tim Pemantauan
dan Peninjauan yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan




(2]

(<]

(4

(1)

12]

13)

(<)

pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yvang dilakukan Pemantauan
dan Peninjauan.

Susunan keanggotaan Tim Pemantauan dan Peninjauan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pengarah : Sekretaris Daerah

b. Ketua . Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakval
c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.

d. Anggola terdiri dari:

Stal Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa;

unsur Perangkat Daerah /unit kerja terkait; dan

unsur Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
yang menjalankan fungsi perumusan dan pengoordinasian kebijakan
daerah.

50 b e

Susunan keanggotaan Tim Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah,

Tim Pemantauan dan Peninjauan dapat melibatkan:

a. unsur Kantor Wilayvah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi Kalimantan Selatan;

bh. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; dan

¢. tenaga ahli dar akademisi.

Bagian Keempat
Penyampaian Hasil Pemantauan dan Peninjauan

Pasal 14

Bagian Hukum menvampaikan rekomendasi rencana tindak sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 11 ayat (2) huruf ¢, kepada Perangkat Daerah/unit
kenja pemrakarsa.

Rekomendasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdiri
atas:

a. Produk Hukum Daerah tetap berlaku:

b. Produk Hukum Daerah diubah; dan

c. Produk Hukum Dacrah dicabul.

Produk Hukum Daerah tetap berlaku sebagammana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, dalam hal hasil Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah:

a. dinvatakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. masih sesuail dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau

c. dapat dilaksanakan.

Produk Hukum Daerah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

apabila:

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya
Produk Hukum Daerah berubah;

b, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau

c. terdapat permasalahan dalam pelaksanaannva.
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(5) Produk Hukum Daerah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat {2) haruf
¢, apabila;

a. bertentangan dengan peraturan undangan vang lebih tinggi; atau
b. hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah mengakibatkan:

1. sistematika Produk Hukum Daerah berubah:

2. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh
persen); dan/atau
3. esensinya berubah.

BAB V1
PELAPORAN
Pasal 15
Kepala Bagian Hulum melaporkan pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan
Produk Hukum Daerah kepada Sekretaris Daerah.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 16
Pendanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BARB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong,

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 12 Qletohar 2023

BUPATI TABALONG,

17D

ANANG SYAKHFIANI




Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 OUktober 2023%

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

170

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR &G
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN  PEMANTAUAN  DAN
PENINJAUAN  PRODUK  HUKUM
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
FRODUK HUKUM DAERAH

BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk zoon politicon di mana setiap manusia memiliki
karakter untuk bertemu, berkumpul dengan manusia lain yang seidentitas.
Kumpulan tersebut berkembang menjadi komunitas yaitu satuan manusia yang
memiliki identitas sama, kemudian membesar menjadi masyarakat. Masyarakat

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mulai dari masvarakat sederhana
menjadi masyarakat beradab.

Salah satu indikasi masyarakat beradab adalah terbentuknya sebush
bangsa vang memiliki kepentingan kolektif yang sama membentuk bangsa yang
sama. Bangsa berkembang menjadi bangsa modern yang diindikasikan adanva
negara. Indonesia sebagai bangsa yang modern telah memproklamasikan sebagai
negara merdeka tangegal 17 Agustus 1945,

Sebagai perwujudan negara yvang merdeka, untuk membentuk suatu
pemerintahan negara Indonesia maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur dari
Proklamasi Kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan
pandangan hidup negara dan bangsa Indoncsia seria merupakan satu rangkaian
vang kuat dan tak terpisahkan dengan Proklamast Kemerdekaan 17 Agustus
1945, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang terakhir adalah
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI
1945,

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: *Negara Indonesia adalah
negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar
atas huleum, dan tidak berdasarkan kelunsaan belaka. Dengan demikian dalam
praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi
dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam
negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan
pengejawantahan  “Cita Hulkum® yang dianut dalam masyarakat yang
bersanpgkutan dalam perangkatl berbagai aturan hukum positif (peraturan
perundang-undangan|, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi
pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan
aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta
dan pikiran dari masyarakat itu sendin. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa,
cipta dan pilaran berkenaan dengan hukum atsu persepsi lentang makna
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hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, vakni: keadilan, kehasilgunaan,
dan kepastian hukum.

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai
landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945,
Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi hal-
hal di bawah ini:

1. Menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial,

2. Mewuyjudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi),
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial,

4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban,

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD
NEI 1945 sebagan "batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang
undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan,
diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang: a) sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, b
menjalankan amanah UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan
perundang-undangan, c] mengandung asas-asas maleri muatan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta d) mendukung pelaksanaan
pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan
perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga
belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai
Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a} peraturan
perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan
masyarakal, schingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung
pembangunan nasional, dan b} peraturan perundang-undangan seringkali tidak
mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1)
hukum ditinggal oleh masyarakat, (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik:
(3} daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah, dan
(4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi
yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan
perundang-undangan yvang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah
prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masvarakat. Hal ini
mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi
ini masih ditambah dengan rendahnyva kualitas sebagian besar peraturan yang
ditunjukkan antara lain adanva ketidak sesuaian antara pilihan jenis peraturan
perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir,
tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan
baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena it harus dilakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap
seluruh peraturan perundang-undangan iermasuk juga produk hukum daerah
sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden
Joko Widodo. Pemantauan dan Peninjauan peraturan perundang-undangan
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dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode
dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi
Pemantauan dan Peninjauan yvang dihasilkan memiliki kualitas vang dapat
dipertanggungjawabkan,

Alas dasar pemikiran lersebul, Bagian Hurkum Sekrelanal Dacrah yang
mempunyal tugas dan fungsi melaksanakan pemantauvan dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong dan
Perataran Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong perlu menyusun Pedoman
Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan analisis dan kajian yang
merupakan bagian dari Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
yvang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

2. Tujuan umum dari Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum
Daerah adalah untuk mendapatkan hasil analisis dan kajian Produk Hukum
Dacrah vang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan. Sedangkan
tujuan khusus Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
adalah untuk:

a, menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar
Pemantauan dan Peninjavan Produk Hukum Daerah,

b. menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu
dipertimbangkan dalam melakukan Pemantauan dan Peninjauan Produk
Hukum Daerah,

¢. menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang Pemantauan dan
Peninjauan Produk Hukum Daerah dan bagaimana prosedurnya.

Kedundukan Pemantaunan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah

Kedudukan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah adalah
sebagai satlu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan
peraturan  perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran
‘'menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentfukan Peraturan Perundang-
undangan, vang dapat digambarkan posisinya sebagai berikouat:

Femantavan
{J=1r:
FEnInjauan




D.

13-

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan
tetrhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa
Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah
Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1
Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas
pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil
yvang direncanakan, dampak yang dihmbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai,
memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Ewvaluasi Produk
Hukum Daerah merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

Pelaksana

Pelaksana Pemantauan dan Peninjauvan Produk Hukum Daerah adalah
Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Perangkat Daerah.

BAB II
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pengertian Evaluasi Produk Hukum Daerah

Pengertian Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Pedoman ini mencakup
pemahaman makna analisis. Pengertian Analisis menurut kamus besar Bahasa
Indonesia mempunyvai arti "penvelidikan terhadap suatu peristiwa untuk
mengeiahui keadaan yang sebenarnya®, sedangkan evaluasi mempunyai arti
"penilaian, memberikan penilmian”. Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam
pedoman ini diartikan sebagai upaya melakukan penilaian terhadap Produk
Hukum Daerah.

Merujuk definisi Evaiuasi Produk Hukum Daerah tersebal, maka kegiatan
evaluasi Produk Hukum Daerah merupakan kegiatan vang dapat diartikan pula

sebagai bagian kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 angka 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ruang Lingkup Pemantauan dan Peninjauan Produk Hakum Deerah

Lingkup Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah dilakukan
terhadap Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yang bersifat ex-paost
karena  dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah vyang telah
diundanghkan /ditetaplkan. Produk Hulkum Daerah yang dilakukan Pemantauvan
dan Peninjauan meliputi:

a. Peraturan Daerah Kabupaten; dan
b. Peraturan Bupati.

Cara Melakukan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan Pemantauan
dan Peninjauan Produk Hukum Daerah sebagai berikut:
C.1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah
memerlukan bahan hukum wyang terkait dengan isu dan/atau peraturan
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perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan
inventarisasi peraturan perundang-undangan yvang terkail dengan isu dan/atau
peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk peraturan masa koelonial
yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk mefengkapi data Produk Hukam Daerah diperlukan pula deis
dukung berupa:
a, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
b. Putusan Mahkamah Apung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang;
Putusan Pengadilan vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Perjanjian internasional yang terkait;
Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
Kebijakan Pemerintah; dan
Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya,
focus group discussion, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau
elektronik.

FmoaAn

C.2. Analisis dan Kajian

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan
analisis dan kajian terhadap Produk Hulkom Daerah, dengan menggunakan enam
dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian.
Enam dimensi tersebut yakni:

a, Dimensi Pancasila;

b. Dimensi Ketepatan Jenis Produk Hukum Daerah;

e, Dimensi Disharmoni Pengaturan,

d. Dimensi Kejelasan Rumusan;

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan
yvang Bersangkutan; dan

[. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah.

C.2.a. Dimensi Pancasila

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki
karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya
memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebthan, kelemahan, dan
perbedaan vang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan
berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang
menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi vang berpola terus
menerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik
vang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok vang
divakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyvarakat
Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip
Pancasila 1tu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 wang sudah
scharusnyva menjadi kandungan, cerminan sebiap peraturan  perundang-
undangan yvang berlaku di Indonesia,

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan vang belum
mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang
tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan
misalnya asas: pengayoman, kemanusioan, kebangsaan, dan lain-lain belum
sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu mnilai-nilai
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Pancasila memjadi alat ukur atau instrumen untuk menilaa bahwa peraturan
perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan
melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan
mengakomodasi nilai-nilal vang terkandung dalam sila-gila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu
peraturan perundang-undangan adalah landasan bagl pelaksanaan evaluasi
peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai
variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif,
Pentlatan dimensi im dilakokan dengan menggunakan Yarmabel dan indikator
sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 1,

C.2.b. Dimensi Ketepatan Jenis Produk Hukum Daerah

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis
peraturan perundang-undangan vang didasarkan pada asas hulom bahwa
peraturan perundang-undangan vang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superior derogat
legi i ferion.

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Produk
Hukum Daerah dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan
perundang-undangan, sebab setiap jenis Produk Hukum Daerah memiliki
batasan untuk mengatur materd muatannya. Oleh karena itu, setiap Produk
Hukum Daerah harus benar-benar memperhatikan maten muatan yang lepat
sesual dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut,

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam
pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tingg berlaku
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu
berupa norma dasar (grundnorm),

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan Produk Hukum
Daerah dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan
umum Produk Hukum Daerah yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui
apakah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan
arah yang ingin dicapai darn pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang
mencantumkan peraturan perundang-undangan yvang menjadi dasar
pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam
suatu Produk Hukum Daerah, memuat dasar kewenangan pembentukan Produk
Hukum Daerah (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan vang
secara maleriil dirgjuk sebagai dasar untuk membentuk Produk Hukum Daerah
lebih lanjut (dasar hukum materil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjul amanal
UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk
menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UlU
atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang
dari materi yang diatur dalam UU yang bersanghkutan. Materi muatan Perpres
berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk
untuk menyelengegarakan pengaturan lebih lanjut dan UU atau PP baik secara
tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan
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Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam
PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjul atas dasar
kewenangan pendelegasian dari ULl yang disebut secara tegas dalam pasal suatu
UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis admimstratif
(sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Lampiran [I Nomor 211). Peraturan Daerah merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan
bupati merupakan penjabaran lebih  lanjut dari Perda atau dalam
menyelengearakan kewenangan pemerintah daerah.

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu Produk Hukum Daerah
secara komprehensif atau menyeluruh (helicopter view), mulai dari Judul Produk
Hukum Daerah, Pembukaan Produk Hukum Daerah (Konsiderans Menimbang
dan Dasar Hukum Mengingat), Balang Tubuh Produk Hukum Daerah, hingga
Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan,
sehingga dapat diperoleh pemahaman yvang menyeluruh mengenai politik hukum
dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan
dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada
Lampiran Tabel 2.

C.2.c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak Produk Hukum Daerah yang disharmoni dalam
implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU
dengan Peraturan Pelaksananya, (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan
Dacrah, dan (3] Benturan kewenangan egoscktoral antar instansi karena
pembagian wewenang vang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain:
(1) timbulnya ketidakpastian hukum, (2} Produk Hukum Daerah tidak dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan (3] terjadinya disfungsi hukum, yaitu
bahwa  Thukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman
perilaku /penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubshan sosial di
masyarakat,

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk
mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2} hak, 3)
kewajiban 4| perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau
konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas
kewenangannya, lembaga yvang melaksanakan, pejabat vang melaksanakan,
prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar
sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada
variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masvarakat
dan hak daerah. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan
kewajiban masyarakat, kewajiban daerah dan mengandung unsur keharusan
untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan
memperhatikan perlindungan bagi kelompok masvarakat, perlindungan bag
sumber daya alam, perlindungan bagi harta keka}ra.an, dan perlindungan bagi
lingkungan hidup. Penilaian pada wvariabel pencgakan hukum dengan
memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan
pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan
memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu peraturan
perundang-undangan.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaj 2 (dua) atau
lebih peraturan perundang-undangan terkait yvang setingkat ataupun berbeda
hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundangundangan tertentu yang
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disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan
menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran
Tabel 3.

C.2.d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesual dengan tekmik
penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
Lampiran [l UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap
kejelasan  rumusan  ini diperlukan untuk mereduksi  pengaturan yang
mermmbullan berbagal macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan
beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu
peraturan perundang-undangan vang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata,
objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau
istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan
pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian
dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana
tercantum pada Lampiran Tabel 4.

C.2.e. Dimensi HKesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-
undangan yang Bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai
dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yvang bersangkutan. Olech
karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan
makna vang terkandung dari asas lain sesuai dengan ndang hukum peraturan
perum:tang undangan vang bersangkutan, misalnya:

Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundangundangan
yvang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidanal;

- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan

perundang-undangan bidang Hukum Perdata);

- Asas Lerx Rei Sitae dan Asas Lex Loot Contractus (untuk peraturan perundang-

undangan yvang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);

- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan RKewenangan, dan Asas
Pelayanan yvang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk
dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau

- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas
Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan vang termasuk dalam ranah
bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus,
scbagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan
bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka
pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

C.2.f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus mempunyai kejelasan
tujuan yang hendak dicapai, ::'iapm dilaksanakan, serta berdayaguna dan
berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana

kejelasan tujuan seria kedayagunaan dan kehasilgunaan dan suatu Produk
Hukum Daerah yvang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini periu
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didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian Produk Hukum
Daerah tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi
ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan
suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenvataan atau tidak. Jika
tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut
telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan
implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila
tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut
belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari
hukum tersebut belum cukup efektif, vang dapat disebabkan masih ada
kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (law in book] dengan kenyataan di
masyarakat (law in action|. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan
variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 5.

Ualam melakukan cvaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan
penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (Cost and Benefit Analysis) atas
suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan vyang sedang
dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat
dan beban/biava yvang timbul setelah dikeluarkannya Produk Hukum Daerah,
apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini
dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum
pada Lampiran Tabel 6.

C.3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan
solusi dar permasaiahan yang ada dalam Produk Hukum Daerah, berupa tindak
lanjut apa vang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu Produk Hukum
Daerah.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem
hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi
hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi
diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap Produk Hukum Daerah
vang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap
Produk Hukum Daerah secara keseluruhan. Rekomendas: dapat berupa
pernyataan uniuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka
efektivitas pelaksanaan norma Produk Hukum Daerah yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil Pemantauan dan
Peninjauan Produk Hukum Daerah, dapat digunakan alat bantu berupa
pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensitas untuk segera ditindaklanjuti.
Dalam menindaklaniuti rekomendasi hasil Pemantauan dan Peninjauan ind dibag
dalam tiga kategon, yvaitu:

1) Sangat Mendesak;

2) Mendesak; dan

3) Tidak Mendesak.

Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengsjuan
perubahan/pencabutan Produk Hukum Daerah apakah pada tahun berjalan,
tahun berikutnya atau dimasukan dalam daftar program perencanaan
pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Program
Pembentukan Perda, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari
rekomendasi hasil Pemantauan dan Peninjauan dilaleukan setelah analisis dan
kajian selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan,
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perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan
Produk Hukum Daerah.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah
pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak
vang ditimbulkan. Semakin banvak pasal vang bermasalah. besar nilai bobot
dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari
rckomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek
bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai
Dimensi (lihat Lampiran Tabel 7). Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling
besar di antara keenam dimensi vang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan
Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya.
Sementara bobot nilai vang moderat [nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan
Jems Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian
Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yvang Bersanghutan dan
Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

D. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan, sistematikanya
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.

EAB III
PENUTUP

Pedoman Pemantauan dan Peninjauan Produk Hukum Daerah ini menjadi
panduan dalam melakukan analisis dan kajian terhadap Produk Hukum Dacrah yang
bersifat terukur dan berdasarkan standar baku vang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka
mewujudkan penataan Produk Hukum Daerah yang baik di Kabupaten Tabalong.
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